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BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI SAROLANGU'
NOMOR 79 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DENGAN FAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Datrah
Nomor S tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah, perlu men:ztapkan Peraturan Bupati tentang
Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan

Perdagangan;

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarola.ngun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro
Jambi dan Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah
dengan Undn#g-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang
pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
.hhupltm Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
(Le lilmn Republik Indonesia Tahun 2000 Nomwor 81,
n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
n Negara Republik Indonesia Tahun 2014
N Lmb.mn Negara Republik Indonesia
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prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Ind.nesia Tahun 1945,

3. Pemerintah Daesah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Dmthmmemimptnpehkunmmmﬂnuhmymg

4. Bupati adalah Bupati Sarolangun.

S. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun.

6. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sarolangun.

€. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur
pelaksana teknis pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Scrolangun. ‘

9. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah,

10. Bidang adalah Bidang di lingkunga e inas Kop
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16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang gajiny 1
dibebankan pada APBD Kabupaten.

7. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya-upaya untuk
meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan

tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi penyusunan dan
penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir,
pola karir, mutasi, penilaian kinerja, tunjangan kinerja, penghargaan, disiplin,
pemberhentian, dan perlindungan aparatur sipil negara sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

(1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang koperasi usaha
mikro kecil dan menengah dan urusan pemerintahan bidang peridustrian dan

bidang perdagangan. -
(2) Dinas Koperasi, Usaha Ilecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
- SUSTJNAN ORGANISASI

Pasal 3
1) Susunan organisasi Dinas terdiri dari:
| & Eepaln

S , terdiri dari:
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3. Seksi Pengawasan Industri.
¢. Bidang Perdagangan, terdiri dari:
L. Seksi Sarana Distribusi Perdagangan;
2. Seksi Pengawasan dan Stabilisasi; dan
3. Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen.

[. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibaws 1 dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas. | —

(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4

Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdamngan
mesmbentuy Buoati melal Ka b yung
ﬁl bidang koperasi, usaha mikro kecil menengah

pmdmm dan bidang perdagangan serta
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f." Mengkoordinasikan berbagai usaha dan upaya dinas terhadap koperasi,
UMKM, perindustrian dan perdagangan;

8 Memfasilitasi perkembangan usaha bicang koperasi, UMKM, perindustrian
dan perdagangan;

h. Pengelolaan dan pembinaan teknis bidang koperasi, UMKM, perindustrian
dan perdagangan;

. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya.

1 Bagian Kesatu
| - Kepala Dinas
Pasal 5
(1) chala Dinas Kom Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Pcrdagangan

dan kebijakan d&emh dil:nddng Kopmoi Usaha Mikro, Kecil, Menengah,
Perindustrian dan Perdagangs
'[2) Untuk menyelenggarakan tugas ummm dimaksud pada ayat (1), Kepala
, Dinas mcmmmymflm
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(2) Untuk m
enyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Sekretaris
mempunyai fungsi:

. pelaksanaan  koordinasi penyusunan program kerja, pengumpulan dan

pengolahan data serta laporan;
- pelaksanaan urusan rumah tangga, protokol, dan surat menyurat;
¢. pelaksanaan pengelolaan urusan Umum dan Kepegawaian,
- pelaksanaan pengelolaan urusan Keuangan dan aset;
¢. mengkoordinir  pelaksanaan tugas bidang-bidang dan fungsional

dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan;

[. pelaksanaan pengelolaun urusan penyusunan Program; dan
. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretaris membawahi:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan, Aset dan Program.

~ Pasal 7 ' *

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris dalam
ilemimpin, mengendalikan dan mengarahkan tugas-tugas pada sub bagian Umum
r Kepegawamn kepada staf urusan perlengkapan, rumah tangga, protokoler, surat

- dan lﬁearmpan, kepegawamn, menyelmmknn administrasi meliputi
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nyusu |
Penyusunan rencana kebutuhan pegawai, pendidikan dan latihan penjenjangan
bagi Pegawai Negeri Sipil;

menyusun dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian,
pelaksanaan Koordinasi dengan seksi lainnya yang terkait; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 6
1b Bagian Keuangan, Aset dan Program mempunyai tugas membantu sekretaris
lam mengurus dan mengelola bahan penyusunan rencana anggaran, pendapatan.
lanja  rutin, pencatatan, pembukuan, verifikasi, pengelolaan administrasi
‘uangan, penyimpanan aset, perbendaharaan serta mengevaluasi dan melaporkan
glatan Keuangan dan Aset, mengumpulkan, mengkoordinasikan, menyusun,
erumuskan, menyelenggarakan dar. mengelola data untuk keperluan penyusunan
ogram kerja Dinas serta mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian
*uangan, Aset, danProgram kepada Sekretaris.

.

| ~ Pasal 10

1tuk menyelenggarakan tugas sebagaunana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagmn
*uangan, Aset, dan Program mempunyai fungm
mhksm:akanurumrencanaanm belanjamtin pemamww
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pengevaluasian pelaksanaan rencana dan program kerja;

pengumpulan dan pengolahan data laporan dinas dan unit kerja lainnya sebagai
bahan penyusunan dan pelaporan program kerja Dinas,
penyiapan dan penghimpunan bahan penyusunan rencana dan program Kkerja
rutin- dan pembangunan dj lingkungan Dinas meliputi rencana strategis
(RENSTRA), rencana kerja (RENJA), membuat laporan LKPJ, laporan kinerja
t (LKJ) dan LPPD (laporan penyelenggaraan pemerintah daerah);
k pengumpulan, pengolahan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan rutin, program
~dan pembangunan di lingkungan Dinas;
A penyiapan bahan koordinasi antar bidang dinas maupun dengan instansi terkait;
dan

} pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Bidang Koperasi dan UMKM

Pasal 11

.

édang Koperasi dan UMKM mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
elaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan UMKM yang menjadi
ewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan bidang koperasi dan UMKM

ing diberikan kepada daerah Kabupaten Sarolangun.

Pasal 12
ntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang

nperasx da.n UMKM mempunyai fungsi:
Menyusur da.n merumuskan kﬁhﬂﬁknn-kcbﬁam lingkup tugas koperasi dan
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I M inasi -
engkoordinasikan kegiatan kemitrausahaan koperasi dan UMKM dengan
BUMN/BUMD dan pihak swasta. lainnya;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh atasan.

Pasal 13

klam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Bidang Koperasi dan UMKM
embawahi:

+  Seksi Kelembagaan;

. Seksi Pemberdayaan; dan
Seksi Pengawasan.

Pasal 14
ksi  Kelembagaan mempunyai tugas membantu (epala Bidang dalam
elaksanakan urusan pemerintahan bidang kelembagaan koperasi dan UMKM.

Pasal 15
1tuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Seks:

:lembagaan menyelenggarakan fungsi:

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan kelembagaan koperasi dan UMKM;
). Mempelajari peraturan pervndang-undangan, ketenturn dan bahan lainnya
yang berhubungan dengan kelembagaan koperasi dan JMKM;
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Pasal 17

tuk
ntuk  melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pesal 16, Seksi
mberdayaan mempunyai menyelenggarakan fungsi:
F Menyiapkan bahan dan pengkoordinasian dalam penelitian dan pengkajian
rencana kerja pemberdayaan koperasi dan UMKM:

Menyiapkan bahan perumusan kebijaksar aan teknis pemberdayaan koperasi
dan UMKM;

b.

Melaksanakanfnﬂituidahpembinunkemiutmnnmwmm
dengan badan usaha lainnya;
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Bagian Keempat
Bidang Perindustrian
Pasal 20
ang Perindustrian mempunyai tugas memt tu Kepala I -
1yiapkan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebij i Tt ¥
al pertanian dan kehutanan, mmmth“lm Tt
nbinaan penyuluhan dan monitoring industri dan tugas pe

Pasal 21

]
-
i
I sl T }

tuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
industrian menyelenggarakan fungsi: a
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L Seksi Perencanaan Industri;

Seksi Pemberdayaan Industni; dan
Seksi Pengawasan Industri.

Pasal 23

kksi Perencanaan Industri mempunyai tugas membantu Kepala 3idung
perencanakan  kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan
elaporkan urusan perencanaan industri.

Pasal 24

ntuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Seksi
Membantu tugas kepala bidang perindustrian dalam bidang tugasnya:

Nn mempersiapkar
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Memberikan saran 4
menjalankan tugasn -
" Melaksanakan tuga

. Ban kepad
s kepada Kepala Bidang Industri dalam
S-tugay |

4. Menyusun rencana kegiatan pemberdayaan industri sebagai acuan pelaksanaan
. tugas; | |
| [& Mengkoordinasikan rencana kegiatan pemberdayaan industri kimia, agro dan
| hasil hutan, industri logam, mesin elektronik dan aneka;
f Melaksanakan bimbingan dan pembinaan teknis peningkatan keterampilan dan

- kemampuan pengusaha industri; | “
. Memberikan pelayanan teknis dalam rangka penumbuhan dan pengemt
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ks Pengawasan  Ingygy,:

' Asi dalam upaya penyusunan data industri;

§ Melaksanakan schagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang industri;

§ Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai bidang indsutri;

{ Membuat dan menyusun laporan penerima bantuan indutri:

g Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Industri;

h. Menyusun dan membuat laporan seksi pengawasan dan informasi industri
untuk pertanggung jawaban kerja;

i Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Industri dalam
menjalankan tugasnya,;

| . Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan;

Bagian Kelima

Scanned by TapScanner



1 B

sebagal bahan mﬂau:g:m Pendan.mn Perusahaan dan perizinan sekaligus
|mn Yang mﬁmcrlukm_ W Pemﬂ'lntnh hbuwtcn mmghn dan plhﬂk

[ i:eg:::?w ::::or:i? Surat Izin Usaha perdagangan (SIUP) yang menjadi
Inas  Koperasi,umkm Perindustrian Perdagangan

Kabupaten Samlangun dan Pelayanan Satu Pl

g Menyiapkan Pﬁmantauaq penyediaan barang dan Jasa serta kegiatan Promosi;

h. Melaksanakan Pembinaan,bimbingan kerja para Pengusaha Perdagaangan
maupun Petani Produsen yang ada di Daerah: |

i Melaksanakan analisis iklim usaha den Lingkungan serta meningkatka™

kerjasama dengan dunia usaha;

Meneliti Hasil Pelaksanaan rencana program yang telah di susunsebelumya

untukselanjutnya menjadi bahan masukan bagi penyusunan rencana program

| benkutnya;
'k Memberikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan;

Pasal 31
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dalam rangka memelihara dan mengelola pasar; |
g Melakukan pcnmdap pelaksariaan pembangunan
~ di sektor Perdagangan; .
Mengumpulkan dan mengelola hasil perencanaan dan program bimbingan
: sarana distribusi perdagangan yang meliputi faktor-faktor pendukung dan
| penghambatnya serta mempersiapkan sarana pememltan atau perbaikkan; |
Memberikan sarandanpgrﬁmbmsaﬂkcpﬂdakepﬂhmmm: el |

e

vang diberikan atasan.
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Mpers;
! pcrﬂtlll'an da_rl Und g-undmapkm bahan_bahan materi serta p{'_rﬂngkﬂt
|¢. Mengumpul dan Mengelq ey berhubungan dengan Bidang tugasnya;

untuk pertanggung jawaban Kinerja
Tahunan;

i Memberl_kan saran dan pcrﬁinbangan kepada kepala Bldsang  dalam
melaksanakan tugasnya; * '
j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan atasan. ‘
Pasal 36

~ PBeksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas membantu Kepala
Bidang mengolah data, mengumpulkan/mengoperasikan bahan dan materi
perangkat kemetrologian serta koordinasi lintas scktoral berdasarkan peraturan
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Bimbingan teknjy ,
nmmn.mw dn reparatur alat-aiat ukur, takar,

jj) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan

teknis penunjang, pada Dinas dapat dibentuk UPTD.

2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, fungsi, rincian tugas serta

susunan organisasi dan tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat, (1).
diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 39 |

o e __'-_ i ._ T i ] r - i g i
] : T'_ 1 _.I._:'d_- - '..;_‘:.,_ JE"'—‘?TF-'.—!.“W = -‘ = | [ — .:‘1

T i
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> » = = B b &
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TATA KERJ A

| Pasal 41
;i Dalam rnclaksanakan tugas

chala Bid&ng, Kﬂpala Sub
Fungsional wajib menerapkan

Pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris,

Bagian, Kepala Scksi dan Kelompok Jabatan
. prinsip k inasi. i : inkronisasi

baik dalam lingkungan masin P koordinasi, integrasi dan sinkron

E e §-masing maupun antir satuan organisasi di
gkung cmerintah Daerah serta Instinsi lain diluar Pemerintah Dacrah

sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-

masmg dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang

rhﬂmn |

| _'f‘__ pln mtuan nrgamsas: bertanggung jawab mcmnnpln dan

ak t:uga bawahannya.

sy wajib menglkutl dan mematuhi petunjuk
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tinggl,
R i % Mbatan penaa:“h oo P'?;::h w:fb
ﬂcmcn. ! Persyaratan kompe T pada Perangka
g teknis,
» manajenal; dan
c. sosial kultural.

selain memenuhi knmpeltnsi aetnmnnna Gl paits wyat A, peg'ﬁm

gparatur .SIPII negara yang menduduki jabatan Perangkat Daerah harus
memenuhi kompetensi pemerinta

Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari
ingkat dan  spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan
pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan d )
~ Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur
dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau mana;emm dan pengalaman
kepemimpinan. | - 4
Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c
diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan majemuk dalam

§ SaAaAn.

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
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